
 

 

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  

NOMOR : KEP-852/K/1986 

TENTANG 

PENELITIAN DAN PENGESAHAN SPJP PROYEK-PROYEK DALAM 
LINGKUNGAN BPKP 

 
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 
Menimbang :  
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penelitian, pengujian serta pengesahan 

SPJP dan foto copy SPM beban tetap yang diterima dari Pemimpin Proyek dalam 
lingkungan BPKP, dipandang perlu untuk melimpahkan/menguasakan tugas tersebut 
kepada salah satu unit kerja dalam lingkungan BPKP Pusat; 

b. bahwa Kepala Biro Keuangan pada Deputi Bidang Administrasi BPKP dianggap 
dapat melaksanakan tugas tersebut huruf (a) di atas;  

c. bahwa pelimpahan/penguasaan tugas tersebut perlu diatur dengan Keputusan Kepala 
BPKP.  

 
Mengingat :  
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
tahun 1968 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.  

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55).  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 31 tahun 1983.  
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 130/M tahun 1983.  
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 tahun 1984.  
6. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara R.I. Nomor 09 tahun 1986.  
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
PERTAMA : Memberi kuasa kepada Kepala Biro Keuangan pada Deputi Bidang 

Administrasi BPKP untuk melaksanakan tugas penelitian, pengujian 
serta pengesahan SPJP dan foto copy SPM beban tetap yang diterima 
dari Pemimpin Proyek dalam lingkungan BPKP dan meneruskannya 
kepada Biro Keuangan pada Sekretariat Kabinet R.I.  

KEDUA : Segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan pada diktum 
PERTAMA di atas, dinyatakan tidak berlaku.  

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 
segala seuatunya akan diubah dan ditambah apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.  

 
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Menteri/Sekretaris Negara R.I.; 
2. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Pengawasan;  
3. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan 

Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kabinet R.I.; 
5. Deputi Bidang Administrasi BPKP .  
 
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dipergunakan seperlunya. 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 3 September 1986 
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